
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR : If TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN

PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DI KOTA PEMATANGSIANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam
Pasal 76 ayat (3) Peraturan Daerah Kota
Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor
10 Tahun 2014 tentang Pajak Daerah, dan untuk
pelaksanaan azas proporsionalitas, azas keadilan dan
azas kewajaran, atas permohonan wajib pajak dengan
kondisi tertentu dapat diberikan pengurangan atas
pengenaan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan di Kota Pematangsiantar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk
Peraturan Walikota Pematangsiantar tentang Perubahan
Atas Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 05
Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan di Kota Pematangsiantar.

Menimbang

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang
Pembentukan' Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
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3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun
1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4189);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3328);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5179);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3328);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-557
Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan
Pengesahan Pengangkatan Walikota Pematangsiantar
Provinsi Sumatera Utara;

19. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun
tentang

Diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
20. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun

2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Keija Dinas-
Dinas Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah

Pembentukan Peraturan

2010 PemerintahanUrusan Yang
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Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota
Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota
Pematangsiantar;

21. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota
Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota
Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 05
TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN DI KOTA PEMATANGSIANTAR

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Walikota
Pematangsiantar Nomor 05 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan di Kota Pematangsiantar (Berita Daerah Kota
Pematangsiantar Tahun 2011 Nomor 05) diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Besamya pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan ditetapkan sebagai berikut :
a. Sebesar 20% (dua puluh persen) dari pajak yang

terutang untuk wajib pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf a angka 3;

b. Sebesar 40% (empat puluh persen) dari pajak yang
terutang untuk wajib pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf a angka 2 , dan angka 4, huruf b
angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 5, serta hurufCO2

IP. c;
c. Sebesar 60% (enam puluh persen) dari pajak yang

terutang untuk wajib pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf a angka 1, huruf b angka 3 dan
6.

(2) Kepala Dinas atas nama Walikota berwenang memberi
Keputusan Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2.
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Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

ini dengan

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal jr

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

HULMAN SITORUS

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR,

DONVER PANGGABEAN

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN
2015 NOMOR

KeteranganJenjang Jabatan ParaNo
Sekretaris Daerah1. r2. Asisten

3. Kadis
4. Sekretaris az5. Kabid
6. Ka. UPTD 2

I 7- Kasi
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